BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Dewasa 1n1 masth terdapat anggapan bahwa Islam menghambat kemajuan
Barbagar kalangan mencurigai bahwa Islam sebagai faktor penghambat
pembangunan (an obstacle to economc growth), dan bahkan tidak sedikit
masyarakat muslim yang meyakini hal tersebut (syafi’1 Antonio, 2001 3) Hal im
dikarenakan kurangnya pemahaman mereka terhadap ajaran Islam Seolah-olah
Islam adalah agama yang hanya berhubungan dengan ritual, bukan sebagai sistem
nila1 yang mencakup segala aspek kehidupan manusia, termasuk masalah
perekonomian dan praktek muamalah lainnya

Sangat tidak konsisten jika menerapkan ajaran Islam hanya dalam aspek
nitual peribadatan belaka Jika Islam diterapkan dalam semua aspek kehidupan
akan memberikan panduan yang dinamis Karena Islam adalah suatu sistem dan
jalan hidup yang utuh dan terpadu (a comprehensive way of [ife) dan bahkan
unwversal (Syafi’t Antonio, 2001 3) Islam adalah suatu pandangan hidup yang
mengatur semua sist kehidupan manusia, kenyataanya tidak ada satu pun aspek
kehidupan yang terlepas dar1 ajaran Islam, termasuk aspek ekonomi Dalam Ushul
figh, ada kaidah yang menyatakan bahwa ‘ma la yatim al-wwib illa bihi fa huwa
wayib”, yaknm suatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka 1a
wajib diadakan Mencar1 natkah (yakm melakukan kegiatan ekonomi) adalah
wajib Dan karena pada zaman modern in1 kegiatan perekonomian tidak akan

sempurna tanpa adanya lembaga perbankan, lembaga perbankan 11 pun wajib
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diadakan, dengan demikian kaitan antara Islam dengan perbankan menjadi jelas

(Adiwarman A Karim, 2013 15)

Lembaga perbankan merupakan int1 dan perekonomian suatu negara yang
telah menjadi instrumen penting dalam memperlancar jalannya pembangunan
suatu negara Salah satu fungsinya yaitu sebagair lembaga perantara keuangan
(financing intermediation), artinya lembaga bank adalah lembaga yang dalam
aktifitasnya berkaitan dengan uang, yakni sebagai perantara keuangan antara
pthak yang membutuhkan dana dengan pithak yang memiiki dana (Muhammad,
2005 59) Sehingga dengan hadirnya perbankan beserta fugsi-fungsi dan
kegiatannya di suatu negara, dapat membantu mempercepat pertumbuhan
ekonomi di suatu negara

Menurut Undang-undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,
dalam pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang
menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada
masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak Adapun bank syariah menurut pasal 1
angka 7 UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah bank yang
menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya
terdit dan BUS dan BPRS Berbeda halnya dengan istilah perbankan syariah
menurut pasal 1 angka 1 UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan yaitu, segala
sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syaniah dan Umit Usaha Syarnah,
mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam

melaksanakankegiatan usahanya (Zubair1 Hasan, 2009 27)



Perbankan syariah, sebagaimana diulas dalam pasal 3 UU Perbankan

Syariah, bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka
menmingkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat
Dalam mencapai twuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional,
perbankan syariah tetap berpegang pada prinsip syariah secara menyeluruh
(kaffah) dan konsisten (istigomah) Kemudian dalam pelaksanaannya, perbankan
syariah tidak berprinsip sama dengan perhitungan bunga (Zubair1 Hasan, 2009
31)

Menurut ketentuan umum pasal 1 ayat 12 Undang-undang tentang
Perbankan Syaniah, prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan
perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki
kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah Produk-produk yang
dikeluarkan oleh perbankan syariah berbeda dengan produk-produk yang
ditawarkan oleh perbankan konvensional

Menurut Adiwarman A Karim (2013 112) selain menjalankan fungsinya
sebaga1 intermediaries (penghubung) antara pthak yang membutuhkan dana
(deficit unit) dengan pihak yang kelebthan dana (surplus unit), bank syariah dapat
pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan
mendapat 1mbalan berupa sewa atau keuntungan Jasa perbankan tersebut antara
lain berupa a) sharf (jual beh valuta asing), b) yarah (sewa)

D1 antara berbagai fungsi bank, salah satunya adalah kegiatan pembiyaan,
yang dalam tulisan 1 penulis akan memfokuskan pada produk pembiayaan
murabahah, terutama yang bersangkutan dengan mekanisme peran jaminan dalam

penyelesalaan pembiayaan bermasalah Pembiayaan secara luas, berarti financing



kewajibannya Terkecuali apabila pihak nasabah benar-benar dalam kondis1 tidak

mampu bayar bukan diakibatkan kelalaian atau sengaja menunda-nunda
pembayaran cicilan kepada pihak bank syariah, maka seharusnya bank syariah
memberikan keringanan kepada nasabah tersebut berupa perpanjangan waktu dan
tanpa adanya denda (Muhammad Syafi’t Antonio, 2001 106)

Rasulullah SAW menganjurkan agar pembern piutang ketika akan meminta
kembali hutang dar1 peminjam harus memperhatikan kondist orang yang
berhutang, sepert1 disebutkan dalam hadits Nab1 riwayat Muslim, beliau berkata
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Dalam hadits tersebut disebutkan bahwa orang yang melepaskan seorang muslim
dar1 kesulitannya di duma, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat,
dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama 1a (suka) menolong
saudaranya

Hal senada juga diungkapkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional
Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 48 tahun 2005 tentang penjadwalan
kembal1 tagithan murabahah bagi nasabah yang mengalami1 masalah pembiayaan
Bank Syariah Mandin KCP Antapamt Bandung juga melakukan kegiatan
operasional seperti bank umum syariah lainnya, yakm kegiatan funding
(penghimpun dana) dan kegiatan /anding (penyaluran dana atau pembiayaan)
Adapun dalam kegiaan /anding Bank Syariah Mandiri KCP Antapani Bandung

mempunyai produk pembiayaan diantaranya pembiayaan murabahah




Prosedur pemberian pembiayaan dalam dunia perbankan secara umum

antar bank yang satu dengan yang lain tidak jauh berbeda Untuk menentukan
kebijaksanaan penmilaian permohonan pembiayaan yang akan diberikan, Bank
Syariah Mandinn mempunyai beberapa prinsip pembiayaan Bank harus memiliki
keyakinan dulu terhadap kemampuan dan kesanggupan nasabah dalam
mengembalikan pinjaman termasuk mark-up (laba) Dalam hal 1n1 sesuai dengan
ketentua Undang-Undang No 10 Tahun 2008 tentang perbankan pasal 8 ayat 1

Untuk berjaga-jaga Bank Syariah Mandin KCP Antapani Bandung
sebelum memberikan pembiayaan, melakukan analisis (penilaian) terlebih dahulu,
bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan dikembalikan Imi dilakukan
oleh petugas pembiayaan yang diperoleh dari hasil penilaian pembiayaan sebelum
pembiayaan tersebut diberikan Dalam lembaga perbankan syariah pemilaian
tersebut dikenal dengan istilah 5C, yaitu character (watak), capital (modal),
capacity (kemampuan), collateral (jaminan), dan condition of economy (kondisi
ekonomi)

Akad jual beli pada pembiayaan murabahah terdiri dari akad pertama
yaitu akad jual beli yang terjadi antara bank dengan pemasok barang Akad yang
kedua adalah akad murabahah yaitu terjadi antara bank dengan nasabah
Perjanjian 11 merupakan perjanjian pokok akibat adanya akad murabahah
sehingga menimbulkan hutang piutang karena pembayarannya dilakukan secara
tangguh Selanjutnya dukuti dengan pejanjian pengikatan jaminan Upaya hukum
pembiayaan murabahah bermasalah dilakukan dengan tindakan penyelamatan

salah satunya adalah dengan cara restrukturisas:



Oleh karenanya, jitka melihat pada acuan yang ada pada fatwa DSN

Nomor 48 Tahun 2005 tentang penjadwalan kembali tagthan murabahah maupun
PBI Nomor 10/18/PBl/2008 jika dalam pelunasan angsuran pembiayaan
murabahah nasabah mengalami1 permasalahan dalam pelunasan pembayaran,
nasabah dengan kategor1 yang sudah ditentukan dalam fatwa, nasabah diberikan
kesempatan melakukan restrukturisasi pembiayaan murabahah yang sudah
dyjalankan, yaitu dengan melakukan 3R (rescheduling, reconditioning,
resructuring) baik dengan membuat akad baru bagi nasabah sesuai jumlah dan
waktu yang telah disepakati, maupun dengan bank dapat memberikan potongan
dan total kewajiban pembayaran kepada nasabah dalam akad murabahah yang
telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan/ atau
nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran

Tulisan 1m1 membahas mekanisme rescheduling dalam penyelesaian
pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah di Bank Syariah yang
penelit1 survey sebagai objek penelitian, yang bertujuan untuk menyelesaikan
tugas akhir perkuliahan yaitu tentang mekanisme rescheduling pembiayaan
bermasalah pada pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandir1 KCP Antapani
Bandung Pembiayaan murabahah dan rescheduling dijadikan sebagai objek
penelitian karena adanya permasalahan yang perlu untuk ditelitt

Dalam Peraturan Bank Indoneila Nomor 10/18/PBI/2008 tentang
restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syarnah pasal 1 ayat 7
jelas menyatakan bahwa restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan

bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya




Berangkat dari latar belakang masalah di atas, penulis merasa tertarik

untuk melakukan studi lebih lanjut dalam bentuk skripsi, sebagai tugas akhir

perkuliahan untuk mendapatkan gelar S-1 Muamalah

B. Perumusan Masalah
Masalah penelitian 1m1 diambul karena adanya tambahan biaya yang harus
dibayarkan oleh nasabah dalam proses rescheduling yang ditetapkan oleh pihak
Bank Syariah Mandir1 KCP Antapan1 Bandung
Berdasarkan masalah penelitian 1n1 dapat ditarik beberapa pertanyaan penelitian
sebagai berikut
1 Bagaimana mekanisme rescheduling pada produk pembiayaan murabahah
dan cara penentuan biaya tambahan bagi nasabah yang tidak mampu
mengembalikan pembiayaan akad murabahah di Bank Syarniah Mandin
KCP Antapani Bandung?
2 Bagaimana harmonisasi antara akad murabahah dalam figh dengan
mekanisme rescheduling dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada
produk pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandirt KCP Antapam

Bandung?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian 11 tidak terlepas darn permasalahan pokok yang telah
dikemukakan Adapun tujuan penelitian 1m adalah sebagai berikut
1 Untuk mengetahu1 bagaimana mekanisme rescheduling pada produk

pembiayaan murabahah dan cara penentuan biaya tambahan bagi nasabah
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yang tidak mampu mengembalikan pembiayaan akad murabahah di Bank
Syariah Mandir1 KCP Antapani Bandung

2 Untuk mengetahui harmonisasi antara akad murabahah dalam figh dengan
mekanisme rescheduling dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah
pada produk pembiayaan murabahah di Bank Syarniah Mandirn KCP

Antapani Bandung dengan hukum 1slam

D Kerangka Berpikir

Sebelum manusia memular penghidupannya secara bermasyarakat dan
belum tumbuh hubungan antara seorang dengan yang lain, maka belum ada pula
apa yang kita namakan hak. Setiap manusia hidup bermasyarakat, saling tolong
menolong dalam menghadapr berbagai macam kebutuhan Untuk memenuhi
kebutuhan-kebutuhan 1tu, seseorang perlu mencari apa yang dibutuhkannya, dan
alam atau milik orang lain (Hasb1 Ash Shiddieqy, 2001 119)

Tujuan disayari’atkannya hukum Islam dalam muamalah adalah dalam
rangka menjaga kepentingan orang mukallaf terhadap harta mereka, sehingga
tidak dirugikan oleh tindakan orang lain, dan dapat memanfaatkan harta miliknya
1tu untuk kepentingan hidup mereka Bahkan lebih jauh mereka dapat menekan
dinamika pengembangan harta tersebut, dalam sikap eksploitasi kelompok lain

Pada dasarnya segala aktivitas muamalah adalah boleh sampai ada dall
yang mengharamkannya (A Djazuli, 2011 130) Artinya, bahwa setiap transaksi
pada tatanan muamalah madiah adalah boleh, seperti jual bel, sewa menyewa,
gadai, mudarabah dan musyarakah, perwakilan, dan termasuk transaksi

pembiayaan di bank syariah. Kebolehan in1 menjadi terhalang manakala adanya




larangan untuk melakukan transaksi di atas tadi, seperti adanya kemadharatan,

unsur tipuan, judi, ataupun riba, sehingga setiap transakst muamalah harus
berdasarkan prinsip, asas, dan ketentuan yang terdapat pada fiqth muamalah
Dalam hal 1n1, Ismail Nawawi (2012 13) dalam bukunya menjelaskan
mengenal beberapa asas yang prinsip dalam muamalah yang harus senantiasa
diperhatikan dalam setiap melakukan transaksi diantaranya adalah sebagai
berikut
1 Asas lllahiah
Artinya, bahwa perilaku manusia dalam segala kehidupannya tidak dapat
lepas dan pertanggungjawaban kepada Allah Artinya, semua tingkah laku
dan perbuatan manusia tidak akan luput dan ketentuan dan harus
dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT
2 Asas Kebebasan
Islam memberikan kebebasan kepada para pithak untuk melakukan suatu
perjanjian dengan segala bentuknya Kebebasan disini bersifat tidak mutlak,
kebebasan dapat digunakan apabila tidak bertentangan dengan syariah
Islam, sehingga perjanjian tersebut boleh dilaksanakan
3 Asas persamaan dan kesetaraan

Manusia dalam melakukan muamalah selalu berinteraks: dengan orang lain

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melandaskan pada persamaan
dan kesetaraan (al musawah)

4 Asas Keaadilan
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Manusia dalam melakukan transaksi dalam bidang bisnis harus memberikan
haknya sesuai dengan haknya masing-masing atau berlaku secara adil dan
berlandaskan syariah Islam Dalam asas ini, para pthak yang melakukan
perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan
keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuh
semua kewajibannya

5 Asas Kerelaan
Dalam melakukan perjanjian bisnis harus dilakukan dengan cara saling suka
sama suka atau dasar kerelaan antara kedua belah pihak, sehingga tidak ada
yang merasa terpaksa

6 Asas Kejujuran dan Kebenaran
Dalam perjanjian bisnis kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan
olehmanusia dalam segala bidang kehidupan bisnis Jika kejujuran i1 tidak
diterapkan dalam perjanjian, maka akan merusak legalitas perjanjian 1tu

sendirt  Selain 1tu, jika terdapat ketidakjujuran dalam perikatan, akan

menimbulkan perselisihan antara kedua belah pithak
7 Asas Tertulis dan Kesaksian
Dalam melakukan perjanjian dalam bisnis, untuk menjaga supaya prhak-
pihak selalu ingat akann 1s1 perjanjian yang telah disepakati harus ditulis dan
perlu adanya saksi
Pembiayaan murabahah merupakan salah satu produk bank syariah dalam
menyalurkan dana kepada pihak lain berdasarkan prinsip syariah Penyaluran dana

dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh




pemilik dana Murabahah berdasarkan pesanan adalah suatu transakst murabahah

dimana bank baru melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dar nasabah
Dimana sebelumnya nasabah memesan kepada bank untuk membelikan suatu
barang dengan spesifikasi tertentu Dalam murabahah melalur pesanan 1 pihak
penjual (bank) boleh meminta pembayaran uang muka

Sedangkan menurut istilah murabahah memiliki berbagai macam
definis1 salah satunya menurut (M Syafi’t Antonio, 2001 101) dalam bukunya
menjelaskan bahwa bai’ al-murabbahah adalah jual beli barang pada harga asal
dengan tambahan keuntungan yang disepakati

Definist murabahah juga dyjelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional
Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 01 April 2000 tentang Murabahah,
dinyatakan bahwa Murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan
harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang
lebihnya sebagai laba (Dewan Syariah Nasional MUI, 2014 60)

Dasar hukum bai’ al-murabahah adalah al-Qur’an dan Hadits Nabi SAW

Dalam Q S al-Bagarah [2] ayat 275, Allah SWT Berfirman

d . > o0 4gs g £
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Artinya “ Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan
riba (Q S al Bagarah [2] 275, Ahmad Toha, 1998 36)”
Merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba Dalam ayat 1ni,
Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak
dan melarang konsep ribawi1 Berdasarkan ketentuan 1ni, jual beli murabahah

mendapat pengakuan dan legalitas dann hukum syara’, serta sah untuk







